PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang

M engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
perlindungan  masyarakat, perlu dilakukan tindakan
pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimilikiadau
digunakan oleh masyarakat untuk menjamin agartataebut
selalu dalam keadaan baik dan dapat berfungsissegéimal,
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dadeath
Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasurua
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaaat Al
Pemadam Kebakaran perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimphksad
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan d&aer
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahf54
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Ketzl idi
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaramrideg
Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9199
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bednas
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rgpu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun4200
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepubl
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimaladn t
diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Rdpubli
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negaraliligp
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9200
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembdegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahunl1201
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N@&#p
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4buifa
1982 tentang Perubahan Batas Wilayah KotamadyaabDaer
Tingkat 1l Pasuruan (Lembaran Negara Republik ledtn
Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2[{uiia
1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8nTahu
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perherinta
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaragakke
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran fega
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5Buiia
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Buiia
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran dNegar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Buifa
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatantiin
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Leamba
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 T&0@Y
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dfofn
MEN/ 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER. 02/ME®83
tentang Instalasi Alarm Kebakaran Aromatik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selaagai
telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan MeDgtam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kotarirasu
Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.186/ MEN
1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempa
Kerja;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nompr 01
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeréh Ko
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknisrdba
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nonjor 10

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta peranghkatath
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerabh.
Walikota adalah Walikota Pasuruan.
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Pejabat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa,kPdét
Perlindungan Masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disin§k&D
adalah perangkat daerah yang menangani retribusi
pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu
yang tidak melakukan usaha yang meliputi persetedratas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanausalik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulkayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, ategarosasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya term&suakak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknisplaebuisa,
serbuk ¢ry powder), gas CQ, halon (BCF), danhydrant yang
digunakan untuk mencegah dan/atau memadamkan kabaka
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha d
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati olebngr
pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibeoilen
Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan keazah
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi &izdan.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, peaen
besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan usirkepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya hiise
Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibesiedagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanaka
pemungutan Retribusi.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayarans ata
pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselekggar
oleh Pemerintah Kota.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badargyaenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkariuku
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemuntai a
pemotong retribusi jasa umum.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terterdngy
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Retaler
Kota.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyangkiat
SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusukun
melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yanmjdit oleh
Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutrisiagkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menantuk
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pemizayar
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besgari pada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidakaegut

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyangkst
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retrilolasi/
atau sanksi administratif berupa bunga dan/atadalen

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusas at
keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga y&ajigken
oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghirdpon
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangsaiteakan
secara objektif dan profesional berdasarkan sugndar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan keamaj
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untukarujain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan gaergn
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daeatan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukéeh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti gyan
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana diabg
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi seglmemukan
tersangkanya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan

BAB 11
KETENTUAN PEMILIKAN, PEMASANGAN, DAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atltan
membangun tempat usaha atau mengelola rumah atange
untuk pelayanan umum, industri, perdagangan darurgged
bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan huma
susun, gedung kantor, dan tempat pendidikan, wajib
memasang 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran getidp
100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai bamguna

Tata cara pemasangan alat pemadam kebakaran sebagai
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengamatran
Walikota.

Pasal 3

Setiap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ata
digunakan oleh orang pribadi atau badan, wajibridipa oleh
pejabat.

Terhadap alat pemadam kebakaran yang sudah dilakuka
pemeriksaan, diberi (kartu) tanda bukti pemeriksaan
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